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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 09 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN
NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011
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KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

a.

bahwa berdasarkan  perkembangan keadaan, dipandang perlu  merubah
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun
2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan Program dan Jadual
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2011;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Perubahan Terhadap
Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan
ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Menteri........
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007
Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun
2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Keputusan Rapat Kerja Teknis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se
SulawesiTengah pada tanggal 5 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan Program
dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2011.

Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan Program
dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2011, sebagaimana terlampir bersama Keputusan ini
merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan Program dan
Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2011 yang sudah dilaksanakan sebelum Keputusan ini
berlaku, dinyatakan sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan didalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 6 Desember 2010

KETUA,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ttd
DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,




